BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Klas | A Palangka
Raya. Gugatan sederhana pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim,

maka hakim menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian

di luar persidangan. Apabila-pe lan_tidak tercapai maka persidangan
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mendengarkan pembacaan ¢

hakim dalam persidangan

uran Mahkamah

Agung Nomc V Penyelesaian Gugatan
< ‘ J

d. ’ Ngamotk 4 etap m6|anjutkan
persidan

yang tetap memperbolehkan melanjutkan persidangan meski dihadiri oleh

yang sebelumnya,

kuasa badan hukum.
Pelaksanaan persidangan atas putusan hakim yang tetap melanjutkan
proses persidangan berdasarkan berberapa pertimbangan maka tentu

memperoleh suatu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para



pihak, ini berati sesuai dengan teori penegakan hukum yang di kemukakan
oleh Sudikno Mertokusumao.

2. Akibat Hukum dari ketidak hadiran penggugat dalam kasus perdata Nomor
04/Pdt.G.S/2018/PN.PLK yaitu tidak dapat melanjutkan persidangan karena
gugur sesuai pasal 13 ayat (1). Pertimbangan hakim untuk melanjutkan

persidangan di Pengadilan Negeri Klas | A Palangka Raya walaupun Kuasa
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padan hukum yaitu dire

. Perkara yang
mengenai macetnya kredit, sehingga ini menyulitkan direktur bila terus
menyelesaikan perkara di pengadilan, yang membuat pekerjaan yang
dijalankannya terhambat.
d. Pelaksanaaan peradilan yang cepat dan biaya yang ringan dari gugatan
segerhana.

e. Alasan mempercepat penyelesaian perkara gugatan sederhana.



f. Hal demikian tidak membuat putusan batal demi hukum atau dapat
dibatalkan.

Teori dari Gustav Radbruch tidak bertentangan dengan penyelesaian
persidangan oleh hakim yang tetap melanjutkan persidangan meskipun
penggugat tidak menghadiri secara langsung proses persidangan. Untuk
mewujudkan cita dan tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Tata elesaian Gugatan Sederhana yang

prosedur|penyelesaian-pe ederhahia; ¢ biaya ringan.

sesuai dengan

persidang va : Pukum di dalam

proses penyelesaia adilan. Bila badan hukum
yang be|- , a IIHrsidangan yaitu

direksi dari badan hukum itu sendiri.



